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RINGKASAN 

Indonesia adalah negara hukum, sebuah prinsip yang tercantum dalam 

Konstitusi Republik Indonesia, prinsip negara hukum ini sangat penting untuk 

menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat di 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan 

bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, Kolusi, dan nepotisme. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas 

tersebut yakni tingginya angka pelanggaran hukum yang beriringan dengan kurangnya 

kesadaran hukum bagi masyarakat. 

Sebagai bentuk upaya menjawab permasalahan tersebut Kejaksaan telah 

mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran 

Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program 

Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Dikeluarkannya Instruksi tersebut diatas, menjadi 

pertanyaan besar saat Kejaksaan yang sejatinya berkedudukan sebagai instansi yang 
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diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan dalam suatu 

perkara, kemudian diberi tugas untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN 

HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MELALUI IMPLEMENTASI 

INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023. 

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu 

kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran 

hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, 

kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar 

sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit 

dicapai. Berbicara tentang kesadaran hukum tidak akan pernah lepas dari pemahaman atau 

pengetahuan tentang hukum. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum dan teori 

efektivitas hukum, yang mana kesadaran hukum adalah titik temu antara penegakan 

hukum yang adil dan efektivitas hukum yang nyata. Ketika masyarakat sadar dan patuh 

hukum karena memahami manfaatnya, hukum menjadi lebih efektif, dan tugas 

penegakan hukum menjadi lebih ringan serta berfungsi sebagai alat pendidikan sosial. 

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di wilayah hukum Kebupaten Hulu 

Sungai Utara telah semestinya melaksanakan langkah-langkah kongrit dan strategis, 

mengingat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu daerah berkembang yang 

mengalami babak baru dalam perjalan pembangunan daerah yang tentu  berpengaruh  
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besar  pada  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  hukum  di masyarakatnya. Hal 

mengenai bagaimana langkah kongkrit dan bentuk optimaliasi peran Kejaksaan dalam 

meningkatkan kesadaran hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut kemudian 

menjadi titik fokus penelitian ini. Apabila merujuk pada latar belakang dan fokus 

penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa bentuk pelaksanaan 

instruksi tersebut oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara diantaranya melakukan 

edukasi peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui kegiatan sosisalisasi 

dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan dana desa melalui optimalisasi program 

aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding yang kemudian disebut 

aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran rumah restorative justice yang disebut 

dengan wadah badamai dalam penyelesaian perkara cepat. 

Dari data yang diperoleh penulis, ada beberapa kendala utama pada 

optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan 

kesadaran hukum yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala 

teknis seperti lemahnya jaringan internet dan lemahnya server aplikasi Jaga Desa, tidak 

adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban pelaksana, 

kejelasan honorium, hingga tidak adanya instrumen hukum yang menegaskan untuk 

diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. 

Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrument hukum, teknis, 

hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang 

sadar dan taat pada tata aturan bernegara. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Desa, Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Optimalisasi. 

Penelitian ini dilatarbelakagi dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran 

Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kemudian 

mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan dan optimaliasinya dalam meningkatkan 

kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara dipilih sebagai titik 

fokus penelitian. Melalui jenis penelitian hukum empiris, penelitian dikaji dengan teori 

penegakan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan langkah-langkah kongkrit 

diantaranya dengan melaksanakan edukasi melalui kegiatan sosisalisasi dan 

penyuluhan, pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui optimalisasi program 

aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran wadah badamai dalam penyelesaian 

perkara cepat. Beberapa kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut 

yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti 

lemahnya jaringan internet dan server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen 

hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban bagi pelaksana, ketiadaan aturan 

yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak 

merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada 

instrumen hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong 

mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Legal Awareness, Optimization, Prosecutor's Office, Village. 

 
This research is motivated by the issuance of the Attorney General's Instruction Number 5 of 

2023 concerning the Optimization of the Role of the Prosecutor’s Office in Raising Legal 

Awareness Among Rural Communities Through the Village Guard Prosecutor Program (Jaga 

Desa). The study focuses on how the implementation and optimization of this program 

contribute to increasing legal awareness in the jurisdiction of Hulu Sungai Utara 

Regency.Using an empirical legal research method, the study is examined through the lens of 

law enforcement theory and the theory of legal effectiveness. The results show that the District 

Attorney’s Office of Hulu Sungai Utara has taken concrete steps, including conducting 

educational activities through socialization and legal counseling, supervising the management 

of Village Funds through the optimized use of the Jaga Desa application program, and 

maximizing the role of the wadah badamai (peaceful resolution forum) in facilitating swift 

case settlements. However, several key obstacles hinder the enhancement of legal awareness, 

such as the lack of quality human resources, technical barriers including poor internet 

connectivity and issues with the Jaga Desa application server, the absence of legal instruments 

regulating the rights and obligations of program implementers, unclear compensation 

systems, and the lack of regulations mandating the use of the application leading to 

inconsistent and suboptimal implementation. Therefore, improvements are needed in legal 

instruments, technical infrastructure, and ongoing legal education to help realize a legally 

aware and law-abiding society in accordance with the principles of state governance. 
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